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Parmusi: DPR Jangan Salahgunakan Kekuasaannya

Jakarta, Pelita e

Pengurus Pusat Persaudara— 7

‘ani Muglimin Indonesia (PP PAR-

MUS]) menilai kekuasaan yang
dimiliki DFR jangan disalahgu-'

nakan tirituk menjadl alat yang
menimbulkan tindakan yang ti-
dak baik, sehingga perlu dicari
tata cara untuk memposisikan
lembaga legislatif tersebut.

| “Kekuasaan itu membuka pe-
luang untuk terjadi perbuatan-

perbuatan yang tidak baik, kare-

na itu Parmusi memlal perlu -

mencari tata cara "bagi DPR na-
min di sisi lain tetap merm]ﬂn

" hak pengawasan dan anggaran,”

kata Ketua Umum PP PARMUSI)

' Bachtiar Chamsyah dalam kon- :

feresi pers hasil Musyawarah
Kerja Nasional Il Parmusi di Ja-
karta, Rabu (19/6).
‘Dia mengatakan kekuasaan

. sebelum reformasi berpusat

pada eksekutif, namun setelah
itu ada pada lembaga legislatif.

Peran DPR itu menurut dia lebih -

dominan’ dibanding pemerintah
bahkan lebih berperan lebih ak-
tif dalam menentukan anggaran
pemerintah termasuk menetap—
kan alokasi anggaran di masing-
masing kementerian.

“Bahkan ‘perannya hing-

. ga penetapan alokasi program
. dalam Satuan Tiga hingga ke

‘alokasi mata anggaran dan pe-
nempatan lokasi pada Rencana

. Ketja dan Anggaran Kemente-
. rian atau Lembaga (RKA- KL),‘ :

U._] arnya.

; Kondls; itu, menurut dia me-,
_ngakibatkan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Nega-
ra (APBN) tidak lagi dapat di-

lihat sebagai perangkat stimu-.

‘hingpa Rp100 triliun sisanya

_parpol. Praktiknya, dengan a-

_menyet\.gm anggaran dan proyek

~ dibahas dalam Badan Angga-
. ran dan Komisi. Menurut dia;
_Bangga.r DPR memiliki kekua-

_keluar dan masuknya angga-
 Banggar diperiksa KPK karena

_ disorot (plhak]
: kekuas tukas

lus pémbangunan nasional yang
dapat berjalan secara efektif dan
efisien. Namtun, did mengatakan
APBN telah digunakan untuk
menjadi alat bagi-bagi “kue”
keuangan nasional.

“Misalnya, dana yang dla_lu-
kan Menteri Keuangan anggar-
annya Rp1.200 triliun maka
Badan. Anggaran DPR min-
ta merijadi Rp1.300 triliun, se-

menjadi dana optimalisasi de-
hgan kata lain bahan ‘bancakan’

gi-bagi’ proyek tergantung jum-
lah anggota partai di parlemen,”
ncapnyg,

Dia menjelaskan posisi DPR

yang diusulkan pemenntah dan

saan penuh dalam mengatur

ran keuangan negara.

“Tidak heran banyak angguta RAKER JAKSA AGUNG - Jaksa Agung Basrref Anef (berkacamata) menytmak pendapat dan pertanyaan

i anggota Komisi Ill saat mengikuti Rapat Keqa di Ged'u PR, Jakarta Rabu ( 1‘9/6) Raker ini di antaranya
membahas peningkatan kinerja Kejaf(saan dalam pe. F? nan trr}dak pidana Kkhusus, Upaya dalam mensuk-
seskan Reformasi Birokrasi dan Standar Operasionial sedur (SQP) Kepohs;an saat pénanganan unjuk rasa

dalam rangka penegakan hukum da,n HAM.. 888 W pelitaledm

; me:mh.kl

' Bdchtiar menilai, keadaan
yang wajar apabila peran DPR
dalam pengawasan pelaksanaan
APBN menjadi sangat lemah,
Untuk itu menurut dia, Parmu-

" st mendesak agar peran lemba-
- ga-lembaga negara dijalankan

sécara ideal sesuiai dengan prin-

sip tata laksana pemerintaban

yang baik atau good governance.
Dibagian lain Bachtiar me-

, ngusulkan agar kepala dae-
‘tah khususnya gubernur di-

pilih Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. (ant/did)



